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PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Sal.

r P A 27 ) 2
ANyt o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 7 Agustus 1981,
agama lIslam, Pekerjaan Supir, Pendidikan SMA, tempat
kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;
MELAWAN

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 17 Mei 1987, agama
Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat
kediaman semula di Kabupaten Semarang, namun sekarang
tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat- surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2020 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor
679/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai
Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2005, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, dan
telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun 11 bulan. Selama
pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, Pemohon dan Termohon pisah
rumah yakni Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah
kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas
dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11
bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari Termohon ke saudara dan
keluarga Termohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan

Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu roj’i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Salatiga;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
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sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut melalui media
massa dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir

di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan
menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk
menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat

berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Getasan Kabupaten Semarang, Nomor xxX, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

3. Surat Keterangan Pergi atas nama Termohon Nomor xxx yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten
Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah
di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:
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1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 April 1970, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di
Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai
paman Pemohon;

----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah hidup bersama
terakhir rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang dan telah
dikaruniai 1 orang anak;

----- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada sejak bulan Agustus
tahun 2015, Pemohon dan Termohon berpisah rumahTermohon pergi tanpa
sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan
tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11 bulan lamanya tidak pernah
saling berkomunikasi lagi;

-Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun
tidak berhasil;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Sungai Pulau, 05 Juli 1995, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai
tetangga Pemohon;

----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah hidup bersama
terakhir rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang dan telah
dikaruniai 1 orang anak;

----- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada sejak bulan Agustus
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tahun 2015, Pemohon dan Termohon berpisah rumahTermohon pergi tanpa
sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan
tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 11 bulan lamanya tidak pernah
saling berkomunikasi lagi;

-Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun
tidak berhasil,

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon

putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara
Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai
talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20086,
perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon
berdomisili di Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat
permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, telah ternyata
pula dahulu Termohon berdomisili di Kabupaten Semarang, namun telah pergi
meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang
pasti di wilayah Republik Indonesia;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan
kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah
Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama

Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon
adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum)

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah
memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada
pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai
sekarang Termohon telah selama 4 tahun 11 bulan lamanya pergi meninggalkan

Pemohon, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata
ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan
Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil
permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan
putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash

dalam Kitab Al Anwar Il : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;
ainadlg sg—<cill glo_wjls o) =nig algid o)luazln = lg
adc oS allg
Artinya : 7 Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti -

bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya *“;
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Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti
surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpabh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan
keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat
(1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan

dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalii permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta
bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan

Kabupaten Semarang pada tanggal 6 September 2005;

2.Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir
rumah orang tua Pemohon di Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten
Semarang dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak;

3.----- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui

alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon sejak Agustus tahun 2015 hingga sekarang tidak pernah kembali dan
tidak diketahui alamatnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin
antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan
Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan
dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak
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diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih
baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi:

sl s e pob 00wl a sl e,

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga

kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan
beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut

untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Salatiga;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad
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Faiz, S.H., M.S.l. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr.
Nursaidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Drs. Syamsuri, M.H. Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 240.000,00
PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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